
   

   

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :  

1. Efektivitas Pasal 84 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 

dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo 

dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah: 

a. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang-Undang). 

b. Faktor Penegak hukum. 

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

2. Sementara faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian dugaan 

tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo tidak lain terdapat pada 

masyarakat dan aparat kepolisian yang merupakan mitra kerja dimana 

seharusnya dapat bersinergi demi tercapainya suatu ketertiban dan 

keamanan masyarakat itu sendiri. Mengingat kesadaran masyarakat 

merupakan objek yang paling penting dimana masyarkat yang bisa 

menjadi kontrol sehingganya perbuatan tindakan ini dapat dicegah, 



  

begitu juga dengan peranan kepolisian, polisi dituntut harus berlaku 

tegas dalam hal penegakan hukum dan juga dituntut bisa lebih humanis 

dalam hal interaksi sosial dengan masyarakat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa 

saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-

pihak terkait. Saran tersebut antara lain adalah: 

1. Maraknya institusi pelayanan kesehatan berpotensi pada meningkatnya 

angka ketidakpuasan layanan itu sendiri. Masyarakat cenderung 

mencari second opinion dari hasil pemeriksaan yang telah mereka 

terima. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda pada akhirnya 

menggiring satu pihak merasa dikorbankan oleh pelayanan yang ada, 

asumsi terjadinya pelanggaran di satu sisi akan merugikan dokter 

secara professional akan tetapi masyarakat juga butuh perlindungan 

karena tidak mustahil ada unsur penyimpangan atau kelalaian dalam 

proses pelayanan yang justru bisa merugikan bahkan bisa 

menyebabkan kecacatan atau kematian. Dalam Hal ini masyarakat 

yang merasa menjadi korban malpraktik harus hati – hati dalam 

melakukan tindakan hukum.  

2. Dokter sebagai manusia biasa juga harus terus mengembangkan ilmu 

pengetahuannya sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 

2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 tentang kewajiban dokter 

yaitu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.  
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